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Abstract: The objective of this research was to evaluate fishermen’s empowerment policies in
Pangandaran District. There were many empowerment policiesthat haveimplemented toimprove
fishermen’swelfare. But in fact, itsresult has not been felt significantly yet. Qualitative approach
and descriptive method were used in this research based on five components, they are: concept,
procedure, process, outcome, and benefit. In-depth interview and observation were used to collect
qualitative data. Informent taken from fishermen, fish distribution actors, PUSKUD Mina s aparat,
Fishermen Cooperaton aparat, and Fisheries and Marine Services of Ciamis Regency were purpo-
sive selected in order to get comprehensive data. Data were analyzed through reduction, display,
and conclusion drawing steps. Results of this study show that there are no significantly benefits
that can increase fishermen’'s welfare in long term. It was necessary to find out well-concepted
policy alternativesthat can eradicate poverty root in fishermen villages. One of policy aternative
that can be tried was government intervention on fish farms. It can be traditionally approach or
fishery industry cluster approach. Both of them should consider the ideal future condition and the

existing condition of fishermen, in order to get optimal result of empowerment program.

Keywords: Benefit, fishermen empowerment, outcome, policy evaluation, procedure, process.

Indonesiaadaah NegaraBahari. Kalimat itulahyang
sangat sering didengung-dengungkan, bahkan se-
menjak kitamasih kecil. Lantasterbayang bagai-
manajayanyanenek moyang kitamenembussamu-
dra, mengarungi lautan, memanfaatkan sumber daya
kelautan dan perikanan yang ada di dalamnya.
Julukan Indonesiasebagal NegaraBahari bukanlah
hal yang berlebihan. K enyataan menunjukkan, lebih
dari tigaper empat wilayah negeri ini addah perairan.
Luaslautnyamencapai 5,8 jutakm? dengan garis
pantai sepanjang 81.000 km.

Di ddamwilayah lautan yang begituluas, ters mpan
potensi sumberdaya alam, terutama sumberdaya
perikananlaut yang luar biasa, baik dari segi kuantitas
maupun diverdtas. Sayangnyapotend yang demikian
besar tersebut belum diberdayakan secaraoptimal,
sehingga masyarakat pesisir di Indonesiamasih
beradadaam kondis miskin, dengankatalanmasih
belum sgjahtera. Padahal menurut datayang ada,
140 juta penduduk (60%) Indonesia tinggal di
wilayah pesisir, 80% diantaranya bergantung pada
pemanfaatan sumber daya perikanan (Karubaba,
C.T. 2001; 1-2).

K ecamatan Pangandaran adal ah salah satu
wilayah pesisir yang beradadi Kabupaten Ciamis
Provins JawaBarat, dengan sebagian besar mata
pencaharian penduduknyaadal ah menangkap ikan
sebagal nelayan. Secarageografislokas Kecamatan
Pangandaran agak berbeda dengan kecamatan-
kecamatan lainnya di daerah pesisir Kabupaten
Ciamis, yaitu adanyatitik pendaratan yang sangat
banyak — ada sekitar 18 (delapan belas) titik -
sehinggane ayan bisamendarat di sembarang tempat
tergantung posisi merekaketikadatang dari laut,
sementaradi kecamatan lain hanyamempunya satu
titik pendaratan yang terintegrasi dengan TPI
(Tempat Peldangan Ikan). Hal ini menjadi penyebab
munculnyatransaksi liar di titik pendaratan yang
lokasinyaagek jauh dari TPI, sehinggadisinydir ada
kebocoran produks sebanyak 40%. Dalamjangka
panjang hal ini tentu sajaakan merugikan semua
pihak, terutamanelayan, karenatransaks semacam
itu menimbulkan ketidakjelasan hargaikan, artinya
pembeli |ebih dominan dalam menentukan harga.
Bahkan ada kalanyanelayan pergi melaut sudah
dibekdi terlebih dahulu oleh calon pembeli tersebt,
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sehingga nelayan tidak bisa menjual ikannyake
pembdi lainapaagi ke TPl seperti aturan yang ada.

Sudah banyak kebijakan yang dilakukan

oleh pemerintah daerah setempat untuk mencegah
terjadinyatransaksd liar tersebut, melalui program-
program pembinaan dan pemberdayaan, baik yang
dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Ciamisatau oleh Koperas Unit Desa
(KUD) Mina Sari yang bertugas mengelola TPI
setempat. Tetapi haslnyamashbdumterlinat secara
sgnifikan, gpaagi mengingat bencanatsunami yang
melanda K ecamatan Pangandaran dan sekitarnya
yangterjadi padatahun 2006, banyak nelayanyang
kehilangan hartabendanyatermasuk dat-alat untuk
menangkap ikan. Salah satu kebijakan untuk mem-
berdayakan nelayan di Kecamatan Pangandaran
adalah dibangunnya Pel abuhan Pendaratan | kan
(PPI) yang terintegrasi dengan unit-unit perkantoran
serta TP, dengan tujuan supayasemuandayanbisa
mendarat di tempat yang samadan langsung menjud
ikannya ke TPI tesebut. Pembangunan sudah
dimulal sgak tahun 2001, tetapi sampai sekarang
baru mencapai 30% dan terbengkalal begitu sgja,
apalagi sebagian besar sudah habis dilanda
bencanatsunami.
Kebijakan tesebut bertujuan baik, tetapi dalam
implementas nyama ah menghabi skan banyak dang,
padahal nelayan tetap sgjatidak bisa mengecap
produk kebijakan tersebut. Artinya, paranelayan
tetap beradaddam gariskemiskinandanmasihjauh
dari sgjahtera. Berdasarkan uraian tersebut, maka
permasalahan yang akan dicari solusinya dalam
peneltianini adalah: Bagaimanaevauas kebijakan
pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran
sehinggadapat dirumuskan kebijakan pemberdayaan
nelayan yang tepat sasaran.

Secarateoritis, kebijakan dalam bentu pro-
gram pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini
masyarakat nelayan, dapat dirasakan efektif jika
pemetaan kebijakan meliputi komponen-komponen:
Konsep, Prosedur, Proses, Hasil, dan Manfaat,
seperti yang dikemukakan oleh Akib (2009; 11)
sudah berjalan dengan baik. Matriks hubungan
elemen keberdayaan dan sebab-akibat program
memberikan gambaran Sgnifikan pencgpaan sasaran
setiap kebijakan, seperti yang diperlihatkan pada
Tabel 1.
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Tabel 1 Deskripsi Komponen Program Pemberdayaan

Eonporen Dreskaipsi

Dias oy peralaran lalimya kebyjalan
dengan mencermat visy misL, hapran,
sasaran dan target setiap program
penberdayaan mas varakat

Eonsep

Eetentnan, Perataran, Svarat, 5 tuktr,
Admirestrasy, Manajemen, Budgzeting atam
pedoman vang ditetapkan untak

mery alankan program

Mekaris me berjalarerra prosedur,
kemandirian, ketaatan, penyimpangan atau
kerdala yang dihadapi pada program
penberdayaan

Prosedur

Proses

Hasil yang dicapal cleh kegiatan program,
kesesnatan atan ketidalsesnaian dengan
hampan

Manfaat vang divasakan, dampak langmng
manpun bdalk langming

Sumber: Akib (2009; 11)

Hasil

Manfaat

Melakukan evaluas terhadap kebijakan
pemberdayaan nelayan di K ecamatan Pangandaran
Kabupaten Ciamis menjadi sangat penting sebagai
bahan masukan untuk perumusan kebijakan pem-
berdayaan di masadatang, supayadampak kebija-
kan dapat dirasakan oleh s8uruh masyarakat ndlayan
dengan positif. Seperti dikemukakan oleh Ander-
son (1984: 151) bahwaevauas kebijakan adalah
kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian
kebijakan yang mencakup substang, implementas,
dan dampak. Hasil akhir kebijakan harusdilihat dari
dampak kebijakanitu sendiri. Menurut Nurharjadmo
(2007:5) ada 4 (empat) jenis dampak kebijakan
yaitu dampak pada kehidupan ekonomi, proses
pembuatan kebijakan, sikap publik dan kualitas
kehidupanindividu.

Sgjaan jugadengan pernyataan yang dike-
mukakan oleh Suminar, J.R (2007; 11-12) bahwa
evaluas yang baik dapat menjadi input untuk me-
ngantispas masdahyang bersfat spesifik yang dapat
terjadi di |lokas-lokad tertentu, misanyawilayah atau
lokas yang mempunyai sifat geografisatau sosio-
budayayang“khusus’ seperti daerah pegunungan
atau desa nelayan. Artinya evaluasi kebijakan
pemberdayaan nelayan menjadi penting untung
dilakukan mengingat kekhasan karakteristik ndlayan
dengan berbagai problematikadi sekitarnyasangat
cepat berubah, sehinggaperlu dirumuskan konsep
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kebijakan pemberdayaan nelayan yang tepat
sasaran.

Evduas kebijakan dipandang sebagal suatu
kegiatanfungsond. Artinya, evaluas kebijakantidak
hanyadilakukan padatahap akhir sgja, melainkan
kepadasel uruh proseskebijakan. Sdanjutnya, eva:
luas kebijakan dapat dibedakan ke dalam duatugas
yang berbeda, yaitu: (a) untuk menentukan kon-
sekuensi-konsekuensi apayang ditimbulkan oleh
suatu kebijakan dengan caramenggambarkan dam-
paknya, dan (b) untuk menilal keberhasilan atau
kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan stan-
dard atau kriteriayang tel ah ditetgpkan sebel umnya.
Sudah banyak kebijakan pemberdayaan nelayan
yangdiimplementasikan di Kecamatan Pangandaran,
tetapi manfaat yang dirasakan oleh nelayan masih
belum maksimal. Terlihat dari taraf hidup rata-rata
nelayan masih rendah. Usahaparanelayan dengan
komoditi utamanyahadi laut jugadari tahun ketahun
nyaristidak adaperubahan yang berarti. Pemahaman
terhadap teknol ogi penangkapan dan pengawetan
sertamangemen usahajugamasih relatif rendah.
Program pemberdayaan yang selamaini diimple-
mentasikan cenderung tanpa konsep yang jelas,
dengan katalain |ebih berorientasi pada proyek,
tanpa memperhatikan kebutuhan yang paling
mendasar dd am kes nambungan usahaparane ayan.

Selanjutnya, mengacu kepada perumusan
masdah di atas, makapeneitianini bertujuan untuk
mengevaluas kebijakan pemberdayaan nelayan
berdasarkan komponen-komponen yang
diperkenakan oleh Akib (2009; 11) di Kecamatan
Pangandaran K abupaten Ciamis.

METODE

Pendlitianini menggunakan pendekatan kua-
litatif dengan metode deskriptif. Sumber datadiper-
oleh dari @) sumber data primer, yaitu melalui
wawancaradengan, key informan yang terdiri dari
paraneayan, parapel aku usahaperikanan seperti:
bakul yang ikut lelang di TPI, distributor, petugas
lelang di TPI, pimpinan dan staf Dinas Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Ciamis, staf Departemen
Kelautan dan Perikanan, pimpinan dan staf
PUSKUD Mina, pimpinan dan staf DPC dan DPD
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesi a, sertastaf
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Pemerintah Proving JawaBarat; b) sumber datase-
kunder, diperoleh dari dokumen-dokumen berkaitan
dengan kebijakan pemberdayaan nelayan di
K ecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis, seperti
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5
Tahun 2005 Tentang Penyd enggaraan dan Retribus
Tempat Pelelangan Ikan, Undang-undang Nomor
31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Statistik
Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2007. Analisis
datadilakukan dengan langkah-langkah @) reduks
data, b) display data, serta c) verivikasi dan
penarikan kesmpulan.

HASIL

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan
Berdasarkan Komponen KONSEP

Berdasarkan wawancara dengan para
pelaku yang terkait dengan pemberdayaan nelayan
di Kecamatan Pangandaran, sertatelashan terhadap
dokumen-dokumen yang relevan, berikut ini adaah
hasil evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan
berdasarkan komponen KONSER Dasar pemikiran
lahirnya kebijakan pemberdayaan nelayan di
K ecamatan Pangandaran K abupaten Ciamisbelum
terkonsep dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak
jelasnya visi dan misi program pemberdayaan
nelayan yang dilakukan oleh berbagai lembaga
terkait, seperti Kementerian Kdautan dan Perikanan,
Dinas Perikanan dan Keautan Proving JawaBarat,
serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Ciamis, sebagai lembaga-lembaga yang terkait
langsung dengan pel aksanaan program-program
pemberdayaan terhadap paraneayantersebut. Ada
kesan bahwanedayan hanyadijadikan sebagai objek
program pemberdayaan tanpamelihat kebutuhan
paranel ayan yang mendasar dan berkesnambungan.
Program-program pemberdayaan dilaksanakan
secaraparsia oleh masing-masing lembagatanpa
adakoordinas yang jelasantar lembagatersebut.
Bahkan program pemberdayaan yang dilaksanakan
lebih bersifat sesaat ketikaparanelayan di Keca-
matan Pangandaran kehilangan hartanya akibat
bencanatsunami yang terjadi tahun 2006.

Salah satu bukti nyata tidak ada konsep
yang jel astentang program pemberdayaan nelayan
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di Kecamatan Pangandaran adal ah dibangunnya
Pel abuhan Pendaratan | kan (PPI) yang terintegras
dengan unit-unit perkantoran serta TPl (Tempat
Pelelangan Ikan), dengan tujuan supaya semua
nelayan bisa mendarat di tempat yang sama dan
langsung menjual ikannyake TPI tesebut. Pem-
bangunan sudah dimulai sgjak tahun 2001, tetapi
sampal sekarang baru mencapai 30% dan ter-
bengkaal begitu sgja, apalagi sebagian besar sudah
habisdilandabencanatsunami.

Beberapapemberdayaan yang sudah dila-
kukan secara formal oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan K abupaten Ciamisjugabelum terkonsep
dengan baik. Program-program pemberdayaanyang
sudah dilakukan, diantaranyaia ah: bantuan sosia
usahaperikanan yang merupakan danadari Kemen-
terian Kelautan dan Perikanan sertadanabergulir
dalam bentuk simpan pinjam kerjasamadengan
Bank Bukopin. Program-program pemberdayaan
tersebut berjalan tidak berkes nambungan dan sem-
pat terhenti karenatidak tersedianyadanadi Ke-
menterian Kelautan dan Perikanan. Tidak adaeva-
luas terhadap efektivitasprogram-program tersebu,
sehinggaterkesan program-program tersebut tidak
mempunyal tujuanyangjeas, hanyamenghabiskan
dana yang dialokasikan dengan dalih untuk
kesg ahteraan nelayan.

Demikian jugaprogram pembinaan yang
dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Ciamistentang pembinaan mang emen
usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan, berjdan
tanpa konsep yang jelas. Dalam hal ini, Dinas
Perikanan dan K elautan K abupaten Ciamistidak
mempunyal vis, mig, sertatujuan ddam meaksana
kan programini. Secaratertulis program pembinaan
ini tertuang dalam Peraturan Daerah Proving Jawa
Barat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyeleng-
garaan dan Retribus Tempat Pl angan |kan. Tetapi
dalam prakteknya, Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Ciamis belum menjalankan program
pembinaan ini dengan baik. Adakesan tidak ada
koordinas antara Pemerintah Provins JawaBarat
dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis, khususnya
Dinas Perikanan dan K elautan K abupaten Ciamis
ketika perda ini disusun. Sehingga dalam
pel aksanaannya, belum memperlihatkan hasil yang
optimd.
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Hal yang samaterjadi jugapadaprogram
pembinaan yang dilakukan oleh PUSKUD Mina
tentang peningkatan kemampuan organisasi dan
mangemen KUD Mina Programini sering tersendat
karenakurangnyadanauntuk menjaankan program
pembinaan ini dengan baik. Parapengurus KUD
lebih banyak belgjar sendiri dalam meningkatkan
kapasitasnyatanpaada program pembinaan yang
jelasdan berkesinambungan. Kondis ini dapat ter-
bantu jikaadaundangan pd atihan dari ingtang terkait
atau perguruan tinggi setempat. Tetapi hal ini tidak
terjadi secara kontinu dan berkesinambungan,
sehingga hasiinya sudah bisa ditebak, program
pembinaan seperti ini hanyaadadi ataskertassecara
garisbesar, sementararincian konsep yang lebih
jelasbdumada.

Sementara program pembinaan yang
dilakukan oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan
DPC (Dewan Pimpinan Cabang) HNSI (Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia) tentang pembinaan
sikap mental paranelayan jugabelum terkonsep
denganjelas. Blumadavig, mig, sertatujuanyang
jelastentang program pembinaan ini. Pelaksanaan
program pembinaan ini belum kontinu dan ber-
kesinambungan. Akibatnya, para nelayan masih
belum memiliki mental beusahayang handd. Lebih
banyak menggantungkan harapan padapihak lain.
Demikianjugadisiplin parandayan untuk menjud
hasi| lautnyake TPI masih rendah. Mas h banyak
nelayan yang menjual hasil lautnya secarailegal
kepadaparatengkulak, hal ini menyebabkan harga
ikan tidak stabil, dan para nelayan berada pada
pihak yang dirugikan.

Program bantuan berikutnyayang diterima
parandayandi Kecamatan Pangandaran datang dari
berbagai pihak, khususnyapascatsunami yang me-
landa sebagian besar pantai Pangandaran. Bantuan
ini dial okas kan oleh Rukun Nelayan dalam bentuk
bantuan perahu dari berbagal ingtang terkait kepada
paranelayan yang terkenabencanatsunami. Ada
tigakategori kondis perahu yang rusak akibat tsu-
nami, yaitu: rusak berat, hancur, dan rusak ringan.
Jumlah nelayan yang mendapat bantuan perahuini
sebanyak 992 orang. Bantuan tersebut berasal dari
Pemerintah Provingd JawaBarat, Kabupaten Ciamis,
DinasK e autan dan Perikanan Proving JawaBarat,
dan Departemen Luar Negeri. Bantuan ini pun
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terkesan sesaat dan tanpakonsepyang jelas. Kriteria
nelayan yang dapat menerimabantuan perahujuga
tidak dirancang dengan je as, sehinggabanyak pihak
yang merasatidak puas.

Dari evaluas kebijakan berdasarkan kom-
ponen konsep, terlihat bahwa semua program pem-
binaan tidak dilaksanakan secaraterintegrasi dan
berkes nambungan. Seharusnyamula dirancang pro-
gram-program pemberdayaan ndayanyangjeasvig,
mid, tujuan, sertatargetnya, sehinggatidak mem-
buang-buang sumber dayauntuk program yang tidak
jelas.

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan
Berdasarkan Komponen PROSEDUR

Berdasarkan wawancaradengan parapela
ku yang terkait dengan pemberdayaan nelayan di
K ecamatan Pangandaran, sertatel aahan terhadap
dokumen-dokumenyang relevan, berikut ini adaah
hasil evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan
berdasarkan komponen PROSEDUR. Sebagian
besar program pemberdayaan nelayan belum
dituangkan dalam bentuk peraturan yang khusus
tentang program pemberdayaan yang dilengkapi
dengan peraturan pendukung, Syarat pemberdayaan,
struktur organisas pelaksana, administrasi, mana-
jemen, budgeting atau pun pedoman yang ditetap-
kan untuk menjalankan program pemberdayaan
tersebut. Program-program tersebut | ebih banyak
dicantumkan dalam peraturan yang bersifat global
seperti yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan atau
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5
Tahun 2005 Tentang Penyd enggaraan dan Retribus
Tempat Pelelangan lkan. Hal ini menyebabkan
pel aksanaan program pembinaan tidak bisadil ak-
sanakan dengan baik karenatidak ada pedoman
yang jelastentang pel aksanaan program pember-
dayaan tersebut. Secara rinci hasil pengamatan
tentang evaluas kebijakan pemberdayaan nelayan
berdasarkan komponen prosedur dapat dilihat pada
Tabel 2 berikutini.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa program
pemberdayaan nelayan di K ecamatan Pangandaran
secaraumum belum berjdan dengan baik dilihat dari
konsep PROSEDUR. Hal-hal yang sudah berjaan
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baik adal ah mang emen pembinaan yang dilakukan
oleh pengurus PUSKUD Minauntuk meningkatkan
kemampuan berorganisasi paraanggotakoperas

tersebut. Termasuk pencatatan yang dilakukan oleh
instang terkait dalam program pembinaanrata-rata
sudah berjalan dengan baik.

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan
Berdasarkan Komponen PROSES

Berdasarkan wawancara dengan para
pelaku yang terkait dengan pemberdayaan nelayan
di Kecamatan Pangandaran, sertatelashan terhadap
dokumen-dokumen yang relevan, berikut ini adaah
hasil evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan
berdasarkan komponen PROSES. Mekanisme
berja annyaprosedur pemberdayaan rata-ratabelum
baik. Hal ini terjadi karenaprogram pemberdayaan
yang dilaksanakan belum mempunyai peraturan
pendukung, organisas, sertapedoman yang jelas.
Program pembinaan yang mekanismenyaagak jelas
adalah pembinaan kemampuan berorganisas yang
dilakukan oleh pengurus PUSKUD Mina. Hal ini
terlihat dari program pembinaan yang dilakukan
secara berkesinambungan dan konsisten walau
dengan danayang terbatas.

Semua program pembinaan belum mandiri
dalam pel aksanaannya, karenamasih tergantung
padapihak lain, terutamaberkaitan dengan penda-
naan. Sebagal contoh dengan Bank Bukopin daam
mendigiribus kan danabergulir. K etergantungan pro-
gram pembinaan jugaterlihat dari bantuan perahu
yang datang dari pihak luar. Daam praktek sebenar-
nyatidak akan bermasal ah ketikaadakoordinas
yang baik antar instansi dalam pelaksanaannya.
Permasal ahan akan muncul ketikakoordinasi ini
tidak berjaan dengan baik. Seperti yangterjadi pada
kasus pendistribusian perahu kepadanelayan yang
kehilangan harta bendanyaakibat bencanatsunami
yang melandapantal Pangandaran beberapatahun
yang lau. Kriterianel ayan yang mendapat bantuan
didugatidak jelas, sehinggamenimbulkan ggolak
di kalangan para nelayan. Padahal sebelumnya,
PUSKUD Mina bersama-sama dengan Rukun
Nelayan di Kecamatan Pangandaran sudah menen-
tukantigakategori kondis perahuyang rusak akibat
tsunami, yaitu: rusak berat, hancur, danrusak ringan.
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Tabel 2. Hasil Evaluasi K ebijakan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Komponen Prosedur

Program

Evalasi Berdasarkan Eomponen Prosedur

Perataran Swarat Stukar Adnurstrasi Manajemen Pembiayaan Pedoamman
Penberdayman o e Penberdayaam  Orzamsasi
1 2 3 4 Hl ] T ]
Penbangunan FFI  Belim  ada Tidak ada dak ada stakar Tidak ada Manajemen Pmwgrmm i Tidak  ada
peratiran syvarat  klosus  organisasi pengatizan pelaksanaa dibiayai oleh  pedoman
penduluns dalam vang  kmsus  yang jelas n Permenntah  wang  jelas
vang pelaksanaan unuk unuk penbangun  Daerah Jawa umuk
menguatkan  program Menang am pelaks ataan an PFI imi FBarat pelaksanaan
Trogram penberdayaan program penbangunan  juga denzan penb anguna
penberdaya im. penbangunan  ind, karena terkesan tammb ahan n FPI im,
anini Pembangunan  FPI i, stmlktar Iarang dana dari  sehinggza
FFI sehingza OTZanisasl profesional.  investor penb anguna
diharapkan ketika pelaks ana Hal i har negeri. nim tethent
dapat penbangunan  aga tidak terlihat dari Tetapi pada pun  tidak
e mpetrkecil terhenti, tdak dibuat secara terhertirera  aklirmra ada  tindak
tingkat ada pihak vang  klhasas provek iml kelurangan  lanmut  vang
kebocoran hertangaung dan sampal dana jelas
tramsaksi ikan  jawab, ada saat i menzakibatk
vang kesan  saling bangunan an
dilalakan di  lempar vang sudah  penbanguna
hiar TFI tangguns berhasil n PPl m
Jaarah dibnat tidak  terhert.
jelas
pernmbikan
nya
Bantuan sosial  Peratamn Elmsus umk  Dikcordinasik  Pencatatan Manajemen Danaberasal Tidak  ada
usaha perikanan penduluns relavan  wang  an oleh Dinas  mga terkesan dan pedornan
tdak ada berzerak Perikaran dan  dilakukan Iarang Eementerian  wang  jelas
dalam  usaha Eelamtan oleh  Dimas  profesional, Eelamatan tentang
perikanan, Eabupaten Perikanan karena dan prosedur
vaihi: Cilanms dan Eelautan hanya Perkanan penyabiran
penangkapan, Eabupaten sehatas banbian ini,
tadi daya, Clanus menyahirka seIa
pengolaharn, n dana dilakkan
pemasaran, tanpa  ada berdas atkan
dan wrisata evabiasi kondisi vang
bahari vang  lebih terjadi di
merd alam lapangan
Diana beruliv Paratizan Elpisus umnl  Dikoordinasil Pencatatan Manajermen  Danaberasal Tidalk  ada
pendulmns melavan  vang  an oleh Dinas  jugza terkasan dari  FBank pedoman
idalk ada bergeralk Perikatan dan  dilalalan lnarang Bukopin wang  jelas
dalamn  usaha Eelatan oleh  DMnas  profesional tentang
perikanan, Eabupaten Perilanan kawena prosedar
waiha: Clatis dan hattra penyabiran
penanskapan, Eelatan seb atas bartuan  ind,
buadi daya, Eabupaten mertrabirka senma
penzolahan, Clats n dana tampa dilalmlan
PEIMASATAMN, ada evahiasi berdas adran
dan wris ata wang  lebih kondisi yang
bahar merdalam terjadi di
lapanzan
Fenbinaan Tidak ada Frogram Dikoordinasik  Admimstrasi  Manajemen — Penbiayaan Pedoman
manajeren usaha, peratiran pembinaan an oleh Dhinas  maga penbinaan wang khisus
mo1ha dan pendukung misus umnk Perikarman dan  dilaksanaka  oleh Dinas ditangami bebimada
pemasaran  hasil  yang dibuat  para pengelola  Kelatan n oleh Dinas Penkanan oleh  Dinas
perikanan SECara TFI di  Kabupaten Perikanan dan Penkanan
msas Kecamatan Ciangs dan Eelantan dan
Pangandaran Eelatan Eabupaten Eelaitan
Eabupaten Ciarmis Eabupaten
Ciarms terkesan Ciarmis
hehim hehim
dilalmkan diangzarkan
secara secara
profesional. klusus,
sehingza
seringlali
program
penbinaan

imi  tedtesan
larang

2715
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Permngkatan Tidak ada Program Dikoordinasilk:  Pencatatan Manajemmen Tidak ada EBehim  ada
kemanpuan perabiran embinaan an oleh  dilalukan penbinaan dana kmsus  pedoman
Organisasl dan pendukuns Hmms umnk pengums oleh yang unk vang  Jelas
manajemen EUD  vang dibuat  para pengums FUSEUD pergZunLs dilalmkan penbinaan tentang
Ilina seCAra koperasi blina FOIEUD olah ini, sehingza pembinaan
LT (FOSEUL Kecamatan Mina PUSEUDL program mi
Minal Pangand aran Eecamatan  Mina sudah  penbinaan
Pangardaran herjalan berjalan
mluphbatk Jarang
ophmal
Pewbinaan sikap Tidak ada Program Dikoordinasilk:  Pencatatan Manajemmen Tidak ada EBehim  ada
mental para peratiran pembinaan an oleh Fulun  mgza penbinaan  dama ldmss  pedoman
nelayan pendukuns berbiman Helayan wang dilakukan masih unk vang  Jelas
vang dibuat untk mempakan oleh Fnlun  lnwrang penbinaan tentang
seCAra memnbina kepamjangzan Helawan, profesional  ini, sehingza  perbinaan
Kmmas disiplin tangan HHSI terlihat program mi
relavan [Himpanan masih penbinaan
terutatna Helayan larang rapi herjalan
dalam hal Sehruh Jarang
menmal hasil Indomesia) di ophmal
tamzkapannya  Fecamatan
k= TFl di Pangandamn
Eecamatan
Pangandaran
Bantan peralm Tidak ada Bantan Dikoordinasilk  Pencatatan Peryraliran  Dama Tidak  ada
perabiran Hmms ummk  an oleh Fulon  dilakukan bartian disediakan pedoman
pendukuns pata  melayan  Melayan oleh Bulun belim oleh vang  Jelas
vang dibuat  vans Eacamatan Helayan profesional,  bheherapa tentang
SECATA kehilangan Pangand aran Eecamatan  kriteria lembaza dan  prosedur
LT harta bendanya Pangardaran perentian hanya penyabiran
alab at tmanami nelayan bersifat baruan 1,
vang  melanda varg perli bamiam saat senma
panta dib art terjadi dilalikan
Pangandaran kurang jelas bencana berdasakan
kondisi wang
terjadi  di
lapangzan

Sumber: Hasil Wawancara

Tetapi pel aksanaannyamas h menimbulkan protes
parand ayan. Jumlah nelayanyang mendapat bantuan
perahu ini sebanyak 992 orang. Bantuan tersebut
berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
Kabupaten Ciamis, DinasK elautan dan Perikanan
Proving JawaBarat, dan Kementerian Luar Negeri.

Dilihat dari komponen ketaatan, rata-rata
instang pel aksana program pemberdayaan nelayan
di Kecamatan Pangandaran ini sudah berjalan
dengan baik. Tetapi karena peraturan pendukung
yang belum lengkap sertapedoman jugatidak ada,
maka program pemberdayaan belum berjalan
denganoptimd. Hal ini jugamerupakankenddayang
dihadapi pada pel aksanaan program pemberdayaan
nelayan tersebut. Beberapa kendala lain yang
ditemui saat pel aksanaan program pemberdayaan
nelayan diantaranyaadal ah:

- Struktur organisasi pelaksana program
pemberdayaan kurang jelas, sehinggaketika
program tidak berjaan dengan baik, sulit untuk
menentukan pihak-pihak yang bertanggung
jawab terhadap kegagal an program tersebui.

- Animo nelayan untuk masuk sebagai anggota
koperas rendah. K etidakikutsertaanini diduga
karena para nelayan masih belum terbiasa
dengan berbagal persyaratan adminidratif ketika
mereka ikut serta menjadi anggota KUD
tersebut. Lebih jauh lagi merekabelum sadar
akan pentingnyahidup berorganisas. Menurut
informasi dari pengurus KUD Mina Sari
K ecamatan Pangandaran nelayan yang sudah
terdaftar sebagal anggotaKUD hanya ah 50%.

- Ketidaksinambungan program pemberdayaan
menimbulkan kesulitan bagi parapelaksanadi
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lapangan, karenaberakibat padaketidakjelasan
pedoman dan struktur organisasi pelaksana.
Sehingga ada kesan bahwa program pember
dayaenini hanyassoatasproyek sesset denganoutput
yangtidak sesual dengan hargpanparandayan.

- Keterbatasan dana pel aksanaan program pem
berdayaan nelayan menyebabkan beberapa
program berhenti sebelum tuntas, seperti pem
bangunan PPl dan bantuan danabergulir.

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan
Berdasarkan Komponen HASIL

Seperti telah dijelaskan padaevaluasi se-
belumnya, hasil yang dicapal oleh kegiatan program
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pemberdayaan ini masih belum sesuai dengan
harapan para nelayan. Tabel 3 berikut ini mem-
perlihatkan hasil program pemberdayaan nelayandi
K ecamatan Pangandaran.

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan
Berdasarkan Komponen MANFAAT

Walaupun nampaknya sudah banyak
kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh
berbagai pihak kepadaparaneayan di Kecamatan
Pangandaran, namun hasiinyamasih belum terasa
secara signifikan. Hal ini karena implementasi
kebijakan tersebut |ebih banyak bersifat parsia dan
pendekatan proyek, tidak secaraterintegras dengan

Tabel 3. Hasil Program Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Pangandaran

Program Penb erd ayaan Hasil
1 i
Pent anganan PPI Penb angunan sudah dinmlai sejak taloan 2001, tetapi sammpad sekaranz bam

mencapal S0%: dan terbengkalal bhegibi 5aja, apalazi sebagian besar sudah
habis dilanda bencana tanami. Eebijakan tesebut berbapian baik, tetapi
dalam  implementasinya malah menghabiskan banyak dana, padahal
nelayan tetap saja bdak bisa mengecap produk kebyakan tersebut. Arbinya,
para nelavan tetap berada dalam zaris kendsknan dan masih jaoh dari
sejaldera

Eantian sosialusaha perilkanan

FBermuk bantian bermpa simmpan pirgam di Bank Bulkopin, tetapi bebun
terasa mermbanta dalam jangka parmang untak perkemb anzan usaha
nelayan Bahkan ada kalanwa uans simpan pinjam hatrvea habis uniak
kelndupan sehan-har, sementara kondisi para melayan secara urnmm masih
tetap menprhatinkan. Artinya perha dipikirkan bertulk bantian vang lehih
nyata dan dapat dirasakan mardaabiya dalam jangka panjang secara
signifikan

Drana berzuliv

Eehim dialokasikan umak pengemnbangzan usaha para relavan, tetapi lebih
banvak disunnakanuntk membipi kebutihan sehari-hari para nelayan

Penbinaan manajemen usaha, nm
dan pemasaran hasil perikanan

Eemampaan pengelola TFL dalam pelelanzan ikan di TPI sudah memadal,
sementara perbinaan wang bersifat tekmnis dan managerial masih larangs,
walaapun ada seringkali bersifat prowek selingza hasilnya tetap tidak
berdampak apa punbuat para nelavan

Pemngkatan kemangpuan orzanisasi

dan manajermen KT D ©iina

Eehim senma nelayan ikuat menjadi anggota KTTD Mina 5 ard, walaapan idoat
melelang hasil laatrera di TP wans dikelola oleh KD Blina San.
Eetdakikutsertaan i diduza karena para relayan masih belam terbiasa
denzan berb azal persyaratan ad marnstratf ke tika 1}t serta merpadi anzsota
EUUD terssebut. Lebih janh lagi para melayan behum sadar akan perbngiora
hidup berorgamsasi. Meminit informasi dan pengurms KD Mina San
KEecamatan Pangarndaran nelayan yans sadah terdaflar sebagal anggota
EUD hanyalah S0E

Pentbinaan sikap mertal para melayan

Hasilnya masih belam meruaskan, hal o terlihat dari masih tinggirmra
tinzkat kebocoran produksi (sekitar 40%5) karena nelaywan tdak disiplin
dalam melalnkan perngualan hasil laminya. Sehamisnya mereka mergual
hasil tanglkapan ikan di TPI sesual abaran wansz berlalon. Tetapi dalam
kemyrataarra masih banyak wang melalukan trarsaksi lar di sepanjang
garis pantal Kecamatan Pangandaran. I mempakan tantangzan berat untak
Fukun Helayan, karena tdaklah rmadah mengubah pola pilar para nelayan
vang sudah terbilasa mermial ikan tanpa melaln TFIL

Bantian peralm

Jumlah rmelayan wang mendapat bantian peralu sebarmyak 992 orang.
B artian tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Jaara Barat, Eabupaten
Ciaruis, Dinas KHelaatan dan FPenkanan Frovinsi Jawa FBarat, dan
Departernen Luar Megeri. Masih  banyak nelayan  wang  merasa
membutibkan baruan peralum  saat  terjadi  tunami, tetapi  tdak
merdapatkan barmian. Hal im diduza adargea kebdalgelasan kriteria
nelayan yang harms merndapatkan bantaan

Sumber: Hasil Wawancara
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Tabel 4. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Pangandaran
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Program Danpak pada D anpak pada proses Dampak pada sikap Dampak pada Jmalitas
Permberdayaan kelidupan elonomi pembuatan kebijakan pub lik kehidupan individu
1 2 3 4 E
PenbangunanFPI  Tidak ada dampak Kegagalan program un Program i berdampak Tidak ada dangak wang
vang sigrmfikan, karena hamsnyaberdanpak ba-  jelek pada sikap pablik.  sizrifikan, karena pendboa-
penth angunan PFl ik pada proses pembua- Arbnya, kegazalan  ngunan PFI sudah terhentd
sudah  terhert  sejak  tam kebijakan. Arbiora, program D omemibuaat sejak tabun 2008
talun 20068 penerintah bisa mencari  masyarakat kelilangzan
alternatf program pem- kepercayaan  terhadap
berayaan wang betal- pemernntah
betill dibutihkan oleh
nelavan
E antian sosial  Bantian  imi hawya Eurmng efekbifiira pro-  Sikap publik terhadap Tidak ada danpak yang
usaha perikanan menarmbah permasikan  gram im hamsnya ber- proogrm i kbarang sigmifikan,  karena lebih
jangka pendek, dan dampak baik pada pm-  baik karena akan mem banyak dizunakan untmk
lebih  banyak dign- ses pembuatan kebya- buat melayan semalan  mermbapl kelidupan
nakan urmuk mermtipi  kan Arbnya, pemermtah  tergantang pada sehar-han
kebutuhan sehari-hari, bisa mencari alternatf bamian semacam i,
tdalk menanbah pooglm penberdayaan  tapa bersaha
penzhasilan dalam  warng betalbetal diba-  meningkatkan kemam
jangka panjans tihkan aleh relayan puan dalam us aharra
Dana berpuliv Bantian ini  haryra Enmng efekbifigra pmo-  Sikap publik terhadap Tidak ada dammpak yang
menambah pemasukan gram 1m hamisnya ber- program mu barang sigmofikan,  karena lebih
jargka pendel, dan danpak bak pada pro-  balk karena akan mem banvak digunakan untak
lebih banyak di- ses pemnbuatan kebija- buat melavan semaldn  mermapi kehidupan se-
gumakan umuk me-  kan Arbnva, pererintah terzantans pada hari-hari
mtipi kebutrhan se- bisa mencari alternatf bamian semacam i,
hari-hari, tidak me- pwosram penberdayaan  tarpa bersaha
nambah  pemghasilan  wang betalbeml]l dibm- memngkatkan kemam-
dalamjangka panjang tahkanaleh relayan puan dalam us aharra
Penbinaan mana- Belim ada danpak Enmng efekbifigea pro-  Sikap publik terhadap Bagi vang memnerima pro-

jermen us aha, noah
dan peMasaran
hasil perikanan

vang sigmifikan, karena
pemhbinaan folnas pada
para petaizas lelang di
TFIL

gram im hamsnya ber-
danpak baik pada pmo-
sas;  pemrbuatan kebya-
kan Artnya, pemerintah
bisa mencarl alternatf
progam  pernberdayaan
wang hetalbetl dibn-
tihkan aleh relayan

poogram ini sudah ou-
lap baik, hamra para
melavan mgza bedharap
adangra binbinzan
telmis  wang berkaitan
denzan pengembangan
usaharyra, seperh cara
pemangkapan dan pen
distribusian yang aman
sehingzza kualitas ikan
lanat tetap terjaza

gram pembinaan, terasa
ada dampak posibf waiba
kemangpuan  melaks ana-
kan proses lelang me-
ningkat. Tetapi bagi in-
dividu melawan, program
i tetap masih belum

Perng katan
kemanpuan
organisasi dan
managermen EUTD
Iina

Eelim ada danmpak
vang sigrifikan, karena
pemhbinaan folnas pada
penzums dan angzota
FUSKEUD Mina

Enmng efekbfiira pro-
gram im hamsnya ber-
danpak baik pada pmo-
ses  pembuatan kebiya-
kan Artnya, pemerintah
bisa mencari alternabf
progam  pernberdayaan
wang betalbetal dibna-
tihkan aleh relayan

Armmo para  nelavan
untuk menjadi anggzota
koperasi masih rendah
Hal 1m  terlihat darn
marlah melayan  yang
masuk menjadi anggota
bam 30%%. Perhi dican
stratezi supava progZmm
i bisa beyalan dengan
eftlhf

teras a dampalmya
EBazi anggota kopermsi
termsa dampak posibf]

minimal barhan-bantan
wang dikoordinasikan oleh
koperasi, biasanya dipno-
rtaskan wuntak nelayan
wang sudah mamk men
jadi angzota koperasi

Penbimaan sikap
mental para
nelayan

EBeham  ada dangpak
wang sigrifikan, karena
displin  para relayan
untak menmal hasil
laatrra ke TFI masih
wndah Hal ini terlihat
dari tingkat kebocoran
produksi masih bngsi,
waity sekitar 40%%

Enmng efekbhfivra pro-
gram im hamsnya ber-
darnmpak baik pada pro-
ses  pembuatan  kebi-
jakan Arbnya, peme-
rrtah  bisa mencan
alternatbf program pem-
berdaraan wang betl-
betil dibutihkan aleh
nelayan

Sikap publik terhadap
proogr@m il sudah en-
Jap baik. Tetapi pedn
dican program  pemnr
binaan disiplin yang
lebih efektf, selinggza
bisa mensuransi ingkat
leb ocoran

Enahtas kehidupan para
nelayan masithbelim me-

ningkat secara signifilkan

B antuan peralm

Dalam jangka pargang
behim ada peningkatan
renzhasilan yang sig-
mifikan Tetapi paling
tidak dengan barmtuan
11 para melayan wang
lehilanzan perlmirmra
masih bisa e
largutkanusahanya

Enrmng efelhfiyra pro-
gram iy hamsnya ber-
danmpak bak pada pro-
se;  pembuatan kebija-
kan Artinys, pemerintah
bisa mewncan altermabf
program  pewberdaaan
wang betilbetal diba-
tahkan oleh nelayan

Sikap publik terhadap
progtaam ini sudah oa-
Jap bak. Tetapi pedn
dican program bantian

wang lebih  efelbf
selingza bisa
meringkatlan Lkase-

jahteraan relayan dalam
Jjangka parjang

Kualitas kelidapan nela-
wan dalam jangka panjang
behim mermnskat secara
sigyifikan

Sumber: Hasil Wawancara
Catatan : Kolom 2, Dampak pada kehidupan ekonomi meliputi: penghasilan dan nilai tambah.

Kolom 3, Dampak pada proses pembuatan kebijakan: apayang akan dilakukan padakebijakan berikutnya.
Kolom 4, Dampak padasikap publik: dukungan pada pemerintah serta pada program pemberdayaan.

Kolom 5, Dampak padakualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakat yg bersifat non ekonomis
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tujuan yang jelas. Sehinggamanfaat yang dirasakan
jugahanyasaat memperoleh bantuan, tidak terjadi
secara berkesinambungan untuk pengembangan
usahaparaneayan. Dan padaakhirnyatetap belum
dapat meningkatkan kesgj ahteraan paranelayan.
Untuk itu perlu dirumuskan strategi-strategi pem-
berdayaan nelayan di K ecamatan Pangandaran yang
dapat meningkatkan kesg ahteraan nelayan dalam
jahgkapanjang. Hasl evauas dengan menggunakan
empat jenisdampak dapat dilihat padaTabel 4.

PEMBAHASAN

Berdasarkan evaluasi secaramenyeluruh
terhadap program pemberdayaan nelayan di Keca-
meatan Pangandaran, terlihat bahwaperlukgianyang
lebih komprehensif untuk menentukan pemberda-
yaan yang sesuai dengan harapan, yaitu dapat me-
ningkatkan kesgjahteraan para nelayan di Keca-
matan Pangandaran dalam jangkapanjang. Artinya,
perlu kebijakan yang berpihak padaparanelayan
dan pemberdayaan harusmerupakan prioritas, perlu
dirancang program yang berkesinambungan dan
terintegras dengan pihak-pihak terkaitlannya Tentu
sgjadengan dukungan peraturan dan pedomanyang
jelas. Sehingga pemberdayaan nelayantidak hanya
sekedar proyek yang selesai dalam waktu singkat
dengan nelayan sebagai objek penderita.

Sudah saatnya, pemberdayaan nelayanlebih
difokuskan padapengembangan usahaparanelayan
dengan komoditi utamanyaada ah hasil laut, dalam
hd ini yangdominanaddahikan. Artinya, pemerintah
perlu melakukan intervens supayausahaparane-
layan dapat berjd an dengan lancar sertarantal pasok
ikan laut mulal dari nelayan sampai ke konsumen
tetap terjagakes nambungannya.

Siregar, A.B. dkk. (2007; 30) memetakan
rantal nilai industri perikanan sebagai dasar pem-
bentukan klaster industri sertamenentukan kebijakan
pengembangannya Daam penditianini jugadibahas
tentang pengembangan polaoperas ndlayanberbass
armada sebagai usaha untuk meningkatkan
produktivitasnelayan.

Adaenam subsi stem yang dikembangkan
dalam penélitianini, yaitu: (1) Subsistem populas
ikan, (2) Subsistem armadakapal, (3) Subsistem
populasi nelayan, (4) Subsistem pasar ikan, (5)

Jurnal limu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 2, Juli 2011: 111 -124

Subsistem finansial, dan (6) Subsistem industri
pendukung. K eterkaitan antar subsistem dapat dilihat
padaGambar 1 berikut ini:

STOK
(POTENSD
AN
ARMAD A
KAPAL

POPULASL
HELAYAN

Gambar 1. Subsistem Dalam Operasi Penangkapan lkan,
Siregar dkk. (2007: 30).

Penditianini menggunakanmetodadinamika
sistem sebagai alat perancangan kebijakan sistem
operas nelayan. Modd yang dikembangkan meng-
gunakantigaukuran performang untuk mengevaduad
kebijakan pengembangan Sstem operas perikanan,
yaitu: (1) Pendapatan per kapitane ayan (perspektif
ekonomi nelayan); (2) Produksi ikan (perspektif
ekonomi nasiond); (3) Populasi/stok ikan (per-
gpektif lingkungan).

Hasl smulas kebijakan menunjukkan bah-
wa, dalam jangkapanjang, perbaikan Sstem operas
yang dilakukan berdasarkan permintaan pasar,
ketersediaan kapasitas efektif penangkapan ikan,
sertastok ikan secarabertahap dapat meningkatkan
pendapatan nelayan serta menjaga kelestarian
sumber dayaikan.

Kebijakan di atasdapat diimplementasikan
dengan efektif jikanelayan sudah dapat memasok
hasi| laut dengan kualitasyang baik dan memenuhi
standar yang dipersyaratkan. Sementaradi Indone-
siasecaraumum masih didominasi oleh nelayan
tradisiona yang pergi melaut dengan menggunakan
kapal sederhanatanpadibekali teknologi penyim-
panan yang baik, sehinggakualitasikan ketikatiba
di tempat pendaratan sudah menurun secara
ekonomis(Heruwati, 2002; 94). Alternatif lainyang
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ditawarkan oleh Heruwati (2002; 94) adalah
pemberdayaan nelayan dalam hal pengolahanikan
Secaratradisona. Pengolahanikan secaratradisond
lebih banyak didasarkan atas konsepsi yang
diwariskan secaratradisond. Ciri khasyang menon-
jol dari pengolahantradisiond ada ahjenisdan mutu
bahan baku serta bahan pembantu yang sangat
bervarias, dankondis lingkungan yang sulit dikon-
trol. Cara, proses, dan prosedur selalu berbedame-
nurut tempat, individu, dan keadaan, |ebih banyak
tergantung padafaktor aam, perlakuantidak terukur
secarakuantitatif, satuantidak rasional, sehingga
prosestidak dapat diulang dengan hasil yang identik.
Akibatnya, produk yang dihasilkantidak seragam
secarakuantitatif maupun kualitatif, dengan daya
awet yang bervariad, sehinggasulit distandarisaskan.
Oleh karenaitu, demi perlindungan terhadap kon-
sumen, pengembangan pengolahantradisond harus
disertal beberapaupaya perbaikan. Upaya-upaya
perbaikan yang dapat dilakukan terutamaterkait
dengan perbaikan proses pengolahan, rasionaisas
dan standarisasi, serta jaminan dan pengawasan
MUt

Perbaikan proses pengolahan diperlukan
untuk menghasilkan produk yang konsstensfat fung-
sionanyadengan mutu dan nilai nutris yang tinggi
sertaaman bagi konsumen. Agar diperoleh produk
dengan mutu yang mantap dan stabil, proses
pengolahan harus dilakukan secararasional dan
baku. Rasiondisas dan sandarisas hendaknyadila
kukanmulai dari bahan baku, bahan pembantu, pro-
ses pengolahan, sampai lingkungan pengolahan.
Kondis fisk dan bakteria, komposis kimia, serta
kesegaran bahan baku dan bahan pembantu harus
diketahui untuk memilih proses pengolahan yang
tepat. Dengan standarisasi makakonsumen akan
mendapatkan produk yang sesua denganyang seha
rusnya. Kondisi ini jugaakan membuka peluang
pengembangan pemasaran produk olahan tra-
disond, termasuk di luar negeri (Heruwati, 2002; 96).

Proses pengolahan jugaharus memperhati-
kan mutu dan jaminan mutu yang merupakan bagian
dari kehidupan modern. Oleh karenaitu, dalam
konstelasi globa duniamodern dewasaini, konsep
mutu dan jaminan nutu harus ditetapkan dalam
pengembangan produk olahan ikan tradisional.
Tanpaprinsip tersebut, produk olahan tradisional
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akan segeraditinggdkan oleh masyarakat (Heruwati,
2002; 97).

Pemberdayaan nelayan dengan carame-
ngembangkan usahaperikanan, balk secaratradisio-
nal atau pun berbasi sklaster yang tel ah disebutkan
di atas, dapat dipastikan akan mendapat dukungan
penuh dari masyarakat setempat. Karena pada
dasarnyamasyarakat |ndonesamenyadari penting-
nyasumber dayapesisir dan lautan sebagal sumber
penunjang kehidupannya. Hal ini tercermin dari
anggapan bahwa sumber daya pesisir dan laut
merupakan sumber utamabahan pangan yang dikon-
sumsi sehari-hari. Faktajugamenunjukkan bahwa
masyarakat memberikan perhatian besar terhadap
ketersediaan sumberdaya pesisir dan lautan bagi
generas yang akan datang. Disamping itu, masya-
rakat secaraumum bersediaterlibat dalam kegiatan-
kegiatan pengel ol aan sumberdayasertaekosistem
pesisir danlaut (Dutton, .M. dkk. 2001; 50).

Pemberdayaan nelayan jugaakan lebih ce-
pat terealisas dengan caramengaktifkan kembali
lembagaekonomi, seperti KUD, untuk membantu
kel ompok-kel ompok usahanelayan dan pengolah
ikan, sehinggamasyarakat dapat memperolehharga
jua yanglebihbaik (Karubaba, C.T. 2001; 11). Satu
ha lagi yang harusdiperhatikan ddam menjdankan
pogram-program pemberdayaan nelayan adalah
mengesampingkan dulu ukuran ekonomi. Sgjalan
dengan pendapat Paskarina, C (2007; 33) bahwa
kebijakan jangan hanyaberorientas padapening-
katan PAD, tetapi lebih kepada tercapainya ke-
puasan stakeholders dan pengembangan komunitas.
K onsep pemberdayaan yang manapun yang akan
diterapkan, ada baiknya jika konsep kebijakan
pemberdayaan nelayan yang akan dirumuskan
mengadops modd pengembangan agroindustri se-
perti yang telah dirancang oleh LembagaPengabdian
Kepada Masyarakat (2006; 111-1). Perumusan
kebijakan sebaiknyadirancang berdasarkan kondis
ided yang diinginkan di masadepan yang berfungs
sebagai suatu tujuan umum (goal) yang ditetapkan
berdasarkan astemnilal yang berlaku di masyarakat
sertaideologi pengembangan usahaperikananyang
dianut oleh pembuat kebijakan. Goal tersebut
kemudian dijabarkan menjadi deskrips masadepan
nelayan sertakondisi masakini yang diperlukan
untuk mencapai kondis masadepan tersebut. Ber-
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dasarkan perbedaan antarakondis yang diperlukan
dengan kondisi aktual saat ini, dan dengan mem-
perhatikan keterbatasan dan kendalayang dihadapi,
ditetgpkan tuj uan-tujuan khusus (obj ektif) kebijakan
yang hendak dicapa daam waktu tertentu. Konsep
pemberdayaan nelayan dengan memperhatikan
kondis masadepan yangidea dankondis nelayan
masakini dapat dilihat padaGambar 2 berikutini:

Eondisi masa depan
relayan yang
dunginkan

INTERVENSI
PEMERINTAH

Eebjjakan Pemmberd avaan

e
*
»

Kondisi relayan Eondisi masa depan nelayan

masa Jini yang dimginkan, jika
penerintah tidak melalmkan
Interrens

Gambar 2. Konsep Pemberdayaan Nelayan

Setel ah konsep pemberdayaan nelayan di-
rumuskan dengan baik, selanjutnya harus diper-
hatikan faktor-faktor yang dapat menentukan ke-
berhasilan implementas kebijakan pemberdayaan
nelayan tersebut. Mahmudi, A. (2008; 88-97)
menyatakan bahwa secarateoritis adaempat faktor
yang mempengaruhi keberhaslanimplementas ke-
bijakan, yaitu: komunikas, sumber daya, disposis,
dan struktur birokrasi.

Komunikas berperan penting untuk mem-
perlancar pel aksanaan suatu kebijakan. Minimal ada
dua hal penting dalam kaitannya dengan aspek
komunikad, yaitu kg elasaninformas mengena s
saran dan tujuan kebijakan sertakoordinasi antar
bagian terkait. Dalam kaitannya dengan sumber
daya, adatigasumber dayapenting yang menentukan
keberhasi|an pel aksanaan kebijakan, yaitu sumber
dayamanusia, sumber dayakeuangan, dan sumber
daya sarana dan prasarana. Ketiga hal tersebut
merupakan faktor yang saling melengkapi dantidak
bisadipisah-pisahkan.
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K eberadaan sumber dayamanusia(SDM) dalam
implementas kebijakan memegang peranan kunci.
SDM merupakanfaktor aktif yg bertugasmengelola
dan memberdayakan faktor-faktor lainnya. K ebe-
radaan anggaran yang mencukupi dan saranayang
lengkap tidak akan membuat implementas kebijakan
berhasi| jikatidak didukung dengan sumber daya
manusiayang profesional. Sementaraitu, aspek
finansa merupakan aspek yang jugaberperan pen-
ting dalam implementasi suatu kebijakan. Aspek
finansial berfungsi untuk mendukung kegiatan
operasond sehari-hari seperti untuk biayape ayanan
publik, pengadaan saranadan prasarana, biayatran-
gportad, aau pun penyel enggaraan pd atihan. Aspek
saranadan prasaranatidak bisadiabaikan dalam
upayaimplementas kebijakan. Saranadan prassrana
seperti kendaraan, komputer, kelengkapan dat tulis
kantor, filing kabinet, dan sarana komunikasi
sangat diperlukan untuk pel aksanaan tugas sehari-
hari.

Disposisi merupakan watak dan karakte-
ristik yang dimilliki olehimplementor, seperti komit-
men, kgjujuran, dan sifat demokratis. Jikaimple-
mentor memiliki disposisi yang baik, makaakan
dapat menjaankan kebijakan dengan baik seperti
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebdiknya
Jjikaimplementor memiliki Skap atau perspektif yang
berbeda dengan pembuat kebijakan, nakaproses
implementas akan menjadi tidak efektif. Disposisi
jugaterkait dengan respon implementor terha-
dap kebijakan, pemahaman terhadap kebija-
kan, dan preferensi nilai yang dimiliki imple-
mentor.

Daam kaitannya dengan respon imple-
mentor, makasalah satu ha yang diperlukan adaah
adanyadukungan dari pembuat kebijakan. Tanpa
adanyadukungan, maka pel aksanakebijakan akan
merasa terpaksa dalam menjalankan tugasnya,
sehinggakinerjanyatidak dapat optimal. Struktur
birokras jugamerupakan instrumen yang penting
dalam pel aksanaan kebijakan. Struktur birokrasi
menggambarkan arah hubungan, gariskomando, dan
polakoordinasi antar unit kerjadalam koordinasi.
Aspek-aspek yang terkait dengan struktur birokras
antaralain adanyastandard operational procedure
(SOP), pola hubungan kerja antar bagian dalam
organisad dan ketersediaan aturan yang jdasmenge-
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nal wewenang dan tanggung jawab dari masing-
masing pelaksanakebijakan.

Penjabaran di atas bisamenjadi aternatif
perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan, baik
secaratradisional atau pun berbasiskluster industri
ikan laut. Intervensi pemerintah terhadap kluster
tersebut yang didukung dengan program
pemberdayaan yang jel as, dalam jangka panjang
dapat meningkatkan kesg ahteraan nelayan. Artinya,
secaraekonomi paranelayan dapat |ebih mandiri.
Di sd lain akan terbinakebersamaan antar pelaku
usaha perikanan beserta semuastakeholdersnya.
Program pemberdayaan semacam ini akan lebih
terasamanfaatnyadan berkesinambungan dalam
pel aksanaannya, ada output yang jelas dan dapat
dievaluas manfaatnyauntuk kesg ahteraan nelayan
sertapengembangan kawasan pesiSir secaraumum.

SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi kebijakan pember-
dayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran dari
komponen-komponen Konsep, Prosedur, Proses,
Hasil, dan Manfaat, dapat disimpulkan bahwa
pemberdayaan nelayan yang telah dil akukan belum
terkonsep secarajelasda am bentuk peraturanyang
khusus mengatur pelaksanaan program
pemberdayaan. Hal ini terlihat dari tidak jelasnya
struktur organisas pelaksanadi lapangan sertatidak
tersedianya pedoman yang jelas dan lengkap.
Sehinggaketidakberhasilan program pemberdayaan
tidak bisa dijadikan sebagai umpan balik untuk
perumusan kebijakan selanjutnya. Proses
pel aksanaan program pun terkesan tidak terstruktur,
sehingga pel aksanaan program menjadi tidak ber-
kesinambungan. Hasil program pemberdayaan
selamaini hanyadirasakan sesaat ketikabantuan
diberikan. Karenaketidakjelasan program, maka
bantuan finansid yang seharusnyadigunakan untuk
pengembangan usahadaam jangkapanjang, pada
akhirnyahanyadigunakan untuk menutupi kebutuhan
hidup sehari-hari. Hal ini terjadi padaprogram pem-
berdayaan bantuan usaha perikanan dan dana
bergulir. Secaranyata, belum terasadampak signifi-
kanyang dapat meningkatkan kesgahteraan nelayan
di Kecamatan Pangandaran dalam jangkapanjang.
Perlu dicari alternatif kebijakan yang benar-benar
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terkonsep dan didugadapat meningkatkan kesgjah-
teraan ndlayan ddamjangkapanjang, sehinggaakar
kemi skinan bisasegeradiberantas dengan tuntas.

Salah satu dternatif kebijakan pemberda-
yaan nelayan yang dapat dicobaadaahintervens
pemerintah dadam usahaperikanan, baik yang bersfa
tradisional mau pun berbasisklaster industri. Pem-
berdayaan yang berbasi sklaster industri perikanan
|ebih menekankan pada perbaikan sistem operas
perikanan, mulai dari perbaikan armadapenangka-
pan sampal ke peningkatan kuaitashasi| tangkapan
nelayan. Pemberdayaan nelayanlainnyadifokuskan
padapengembangan pengol ahantradisiond dengan
berbagai upayaperbaikan. Upaya-upayaperbakan
yang dapat dilakukan terutama terkait dengan
perbaikan proses pengolahan, rasionalisasi dan
standarisasi, sertajaminan dan pengawasan mutu.
Perumusan konsep kebijakan pemberdayaan perlu
memperhatikan kondis masadepan nelayan yang
ideal dan kondisi nelayaan saat ini, sehingga
intervens pemerintah dapat dilakukan denganlebih
efektif. Selanjutnya, perlu diperhatikanjugafaktor-
faktor yang dapat menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan.
Faktor-faktor penentu keberhasilan bisadilihat dari
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokras.
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